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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
PAGU INDIKATIF DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan

desa serta mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, perlu
menetapkan Pagu Indikatif Desa,;

b. bahwa Pagu Indikatif Desa digunakan untuk mengalokasikan

program/kegiatan pembangunan daerah yang menyentuh
langsung kebutuhan masyarakat, sesuai hasil musyawarah
perencanaan pembangunan desa;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada konsideran

menimbang huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pagu Indikatif
Desa dalam suatu Peraturan Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
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6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa,;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7 /E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016
Nomor 1/D dan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Provinsi Jawa Timur Nomor 122-1/2016, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PAGU INDIKATIF
DESA.
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten;

4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan;
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